
WALIKOTA BLITAR 

 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR  11  TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR  NOMOR 12 TAHUN 2013 

TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI KEPALA 

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI,  

DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BLITAR, 

  
Menimbang  : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga 

Admiistrasi Negara Nomor 11 tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 

Tingkat II, Peraturan Kepala Lembaga Admiistrasi Negara 

Nomor 12 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, dan 

Peraturan Kepala Lembaga Admiistrasi Negara Nomor 13 

tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 

dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV mengatur Pola 

Baru dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan, yaitu Pola On Campus/ on class dan Pola 

Off Campus/off class  ; 

b. bahwa jabatan fungsional juga merupakan jabatan karier, 

sama halnya dengan jabatan struktural sehingga 

perlakuannya dalam perjalanan dinas juga harus 

disamakan dengan jabatan struktural ; 

c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, 

Dan Pegawai Tidak Tetap sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan saat ini sehingga dipandang perlu untuk 

diubah ;  
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan 

Peraturan Walikota Blitar tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Dan 

Pegawai Tidak Tetap ;  

 

Mengingat : 1.  Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan 

Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ; 

  2.  Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286) ; 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

  4.  Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ; 

  5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4844); 

  6.  Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
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  7.  Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) ; 

  8.  Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494) ; 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

  12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

  13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013 ; 
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  14.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ; 

  15.  Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Dan 

Pegawai Tidak Tetap ; 

   

  MEMUTUSKAN : 

   
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  NOMOR 12 TAHUN 2013 

TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI 

BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 

PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. 

   

  Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 

12 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam 

Negeri Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan 

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai 

Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Blitar 

Tahun 2013 Nomor 12) diubah sebagaimana berikut :  

  1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah 2 (dua) butir, yakni 

butir 26 dan butir 27, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut : 

  ‘ Pasal 1 

  Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

  1. Daerah adalah Kota Blitar. 

  2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota 

adalah Walikota Blitar. 

  3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil 

Walikota adalah Wakil Walikota Blitar. 

  4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan 

Anggota DPRD Kota Blitar. 

  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar. 
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  6. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut 

Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat 

kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik 

Indonesia untuk kepentingan daerah. 

  7. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik 

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 

diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas 

negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku. 

  8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat 

untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis 

profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan organisasi. 

  9. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas 

melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat 

kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, 

dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam 

negeri. 

  10. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja. 

  11. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi 

tujuan Perjalanan Dinas. 

  12. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian 

wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi. 

  13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 

pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

  14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 

  15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi SKPD. 
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  16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 

mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat 

mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

  17. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran oleh PA. 

  18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas 

bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan 

dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak 

Tetap, dan Pihak Lain. 

  19. Pelaksana SPD adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah, Pimpinan dan Anggota PRD, Pegawai Negeri, 

Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan 

Perjalanan Dinas. 

  20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah 

dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan 

dibayarkan sekaligus. 

  21. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai 

dengan bukti pengeluaran yang sah. 

  22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya 

Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

  23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP 

adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang 

diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk 

membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan 

kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui 

mekanisme pembayaran langsung. 

  24. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan 

sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran 

dalam rencana kerja dan anggaran SKPD, baik berupa 

standar biaya masukan maupun standar biaya 

keluaran. 
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  25. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 

yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam 

rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, 

tidak termasuk pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, 

orientasi, bimbingan teknis, seminar, workshop dan 

sejenisnya. 

  26. Diklat Pola On Campus/ on class adalah pola 

pembelajaran pendidikan dan pelatihan yang 

dilaksanakan di dalam kampus/kelas. 

  27. Diklat Pola Off Campus/off class adalah pola 

pembelajaran pendidikan dan pelatihan yang 

dilaksanakan di luar kampus dengan kembali ke 

instansi masing-masing untuk kemudian kembali lagi 

ke kampus/kelas. 

   

  2. Ketentuan dalam Pasal 8, ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf, 

yaitu huruf d, diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambah 1 

(satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ayat (7) diubah, sehingga 

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 

  ‘Pasal 8 

  (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-

komponen sebagai berikut : 

  a. uang harian ; 

b. biaya transpor; 

c. biaya penginapan; 

d. uang representasi; 

e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau 

f. biaya menjemput/mengantar jenazah. 

  (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, terdiri atas: 

  a. uang makan; 

b. uang transpor lokal; dan 

c. uang saku. 

  (3) Kepada pejabat / pegawai yang ditugaskan untuk 

mengikuti diklat, uang harian dapat diberikan : 

  a. apabila pelaksanaan diklat kurang dari 3 (tiga) bulan, 

maka dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga 

puluh persen) ; 
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b. apabila pelaksanaan diklat lebih dari 3 (tiga) bulan, 

maka dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga 

puluh persen) selama 3 (tiga) bulan dan selebihnya 

diberikan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) ; 

c. pada awal dan akhir on campus/on class dapat 

diberikan penuh 100% (seratus persen) ; 

d. ketentuan uang harian untuk pejabat / pegawai yang 

ditugaskan untuk mengikuti diklat hanya diberikan 

pada saat on campus/on class. 

  (3a) Pemberian uang harian dan representasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak hari 

sebagaimana tercantum dalam surat tugas. 

  (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, terdiri atas: 

  a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai 

Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan 

termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/ 

pelabuhan keberangkatan; 

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ 

bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. 

  (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk 

menginap: 

  a. di hotel; atau 

b. di tempat menginap lainnya. 

  (6) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya 

penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

berlaku ketentuan sebagai berikut : 

  a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 

30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota 

Tempat Tujuan ;  

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, dibayarkan secara lumpsum. 

  (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, dapat diberikan kepada Walikota/Wakil 

Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon 

II/Pejabat Fungsional Madya selama melakukan 

Perjalanan Dinas. 
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  (8)   Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e, hanya dapat diberikan kepada 

Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD 

untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan. 

  (9)   Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), 

sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar 

minyak, dan pajak. 

  (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi biaya bagi 

penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya 

angkutan jenazah. 

  (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan 

pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Walikota ini. 

   
  3. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

  ‘Pasal 10 

  (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) 

tingkat, yaitu:  

  a. Tingkat A untuk Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan 

dan Anggota  Dewan Perwakilan Daerah ;  

b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Pejabat Fungsional 

Madya ; dan  

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV,  

Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II, 

golongan I dan Pejabat Fungsional lainnya. 
  

 
  4. Ketentuan dalam Pasal 11, diantara ayat (4) dan ayat (5) 

ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 11 

berbunyi sebagai berikut :  

  ‘Pasal 11 

  (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, 

workshop dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dengan biaya Perjalanan 

Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara. 
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  (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti 

rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, 

biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan 

pada DPA-SKPD Pelaksana SPD. 

  (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara 

bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, 

seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat 

menginap pada hotel/penginapan yang sama. 

  (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang 

sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lebih tinggi 

dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana 

ditentukan dalam Standar Biaya, maka Pelaksana SPD 

menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada 

hotel/penginapan dimaksud. 

  (4a) dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, maka 

pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar satu 

tingkat diatas biaya terendah dan seterusnya. 

  (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara 

bersama-sama, seluruh Pelaksana SPD dapat 

menggunakan moda transportasi yang sama. 

   

  5. Ketentuan dalam Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat, yakni 

ayat (4), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut : 

  ‘Pasal 19 

  (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas 

dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, 

perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa 

perhotelan/ penginapan. 

  (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur 

pengadaan barang/jasa pemerintah. 

  (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat 

dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport 

termasuk pembelian/pengadaan tiket, biaya penginapan 

dan/atau makan. 
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  (4) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan 

perikatan Penyedia Jasa, maka uang harian yang dapat 

diberikan setinggi-tingginya 80% (delapan puluh 

persen). 

 

  6. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, 

yakni huruf g, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 

berbunyi sebagai berikut : 

  ‘Pasal 24 

  (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya 

Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari 

kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan. 

  (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan 

melampirkan dokumen berupa: 

  a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;  

b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan 

pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau 

pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan 

Perjalanan Dinas;  

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, 

retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi 

lainnya;  

d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan Format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII 

Peraturan Walikota ini;  

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan 

dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran 

lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang 

bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;  

f.  bukti pembayaran hotel atau tempat menginap 

lainnya; dan  

g. bukti print out pembelian Bahan Bakar Minyak bagi 

yang menggunakan kendaraan dinas. 

  (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau 

penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g tidak diperoleh, 
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pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan 

dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. 

  7. Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah sebagai 

berikut : 

  a. Lampiran I, Tetap ; 

b. Lampiran II, Tetap ; 

c. Lampiran III, Tetap ; 

d. Lampiran IV diubah sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran IV Peraturan Walikota ini ; 

e. Lampiran V, Tetap ; 

f. Lampiran VI, Tetap ; 

g. Lampiran VII diubah sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran VII Peraturan Walikota ini ; 

 

  Pasal II 

  Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

 

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 19 Februari 2014    

WALIKOTA BLITAR, 
 

Ttd.  
  

 MUH. SAMANHUDI ANWAR 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 19 Februari 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 
                           

                          Ttd. 

                     Ichwanto 
 
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 11 
 

       Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 
              Kepala Bagian Hukum  
 
 
 
 
                     Hardiyanto 
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Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal  ……………   2010 

 

WALIKOTA BLITAR 

 

 

SAMANHUDI ANWAR 

 

 

SAMANHUDI  ANWAR 

 



DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR 

  

     MASA 
KERJA 

GAJI POKOK 
(RP) 

SD SLTP SLTA DIPLOMA I DIPLOMA II DIPLOMA III SARJANA, DIPLOMA IV 
PASCA SARJANA. 

DOKTER, APOTEKER 

0 580.000,- 585.000,- 590.000,- 595.000,- 600.000,- 605.000,- 615.000,- 625.000,- 

1         

2 595.000,- 600.000,- 605.000,- 610.000,- 615.000,- 620.000,- 630.000,- 640.000,- 

3         

4 610.000,- 615.000,- 620.000,- 625.000,- 630.000,- 635.000,- 645.000,- 655.000,- 

5         

6 625.000,- 630.000,- 635.000,- 640.000,- 645.000,- 650.000,- 660.000,- 670.000,- 

7         

8 640.000,- 645.000,- 650.000,- 655.000,- 660.000,- 665.000,- 675.000,- 685.000,- 

9         

10 655.000,- 660.000,- 665.000,- 670.000,- 675.000,- 680.000,- 690.000,- 700.000,- 

11         

12 670.000,- 675.000,- 680.000,- 685.000,- 690.000,- 695.000,- 705.000,- 715.000,- 

13         

14 685.000,- 690.000,- 695.000,- 700.000,- 705.000,- 710.000,- 720.000,- 730.000,- 

15         

16 700.000,- 705.000,- 710.000,- 715.000,- 720.000,- 725.000,- 735.000,- 745.000,- 

17         

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

              NOMOR : 4  TAHUN 2011 

              TANGGAL :  31 JANUARI 2011 



 

2 

 

18 715.000,- 720.000,- 725.000,- 730.000,- 735.000,- 740.000,- 750.000,- 760.000,- 

19         

20 730.000,- 735.000,- 740.000,- 745.000,- 750.000,- 755.000,- 765.000,- 775.000,- 

21         

22 745.000,- 750.000,- 755.000,- 760.000,- 765.000,- 770.000,- 780.000,- 790.000,- 

23         

24 760.000,- 765.000,- 770.000,- 775.000,- 780.000,- 785.000,- 795.000,- 805.000,- 

25         

26 775.000,- 780.000,- 785.000,- 790.000,- 795.000,- 800.000,- 810.000,- 820.000,- 

27         

28 790.000,- 795.000,- 800.000,- 805.000,- 810.000,- 815.000,- 825.000,- 835.000,- 

29         

30 805.000,- 810.000,- 815.000,- 820.000,- 825.000,- 830.000,- 840.000,- 850.000,- 

31         

32 820.000,- 825.000,- 830.000,- 835.000,- 840.000,- 845.000,- 855.000,- 865.000,- 

33         

 

WALIKOTA BLITAR 
 

Ttd. 
 

MUH. SAMANHUDI ANWAR 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA BADAN 

SEKRETARIS 

SUB BAG  

UMUM &KEPEGAWAIAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN 

OLAHRAGA 

 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN 

DAN ANAK 

SUB BID 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

 

SUB BID PELAYANAN 

KELUARGA 

BERENCANA 

 

SUB BID PEMBERDAYAAN 

PEMUDA 

 

 

SUB BID  

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN 

ANAK 

 

SUB BID PENINGKATAN 

KEBERDAYAAN 

DAN KETAHANAN 

KELUARGA 

 

SUB BID 

PENGEMBANGAN 

OLAHRAGA 

 

BIDANG 

PENINGKATAN KUALITAS 

KELUARGA BERENCANA 

SUB BAG  

KEUANGAN & PROGRAM 

JABATAN FUNGSIONAL 

SUB BID PENINGKATAN 

KESWADAYAAN 

DAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT 

 

SUB BID 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN  

BIDANG 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

UPTB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  

DAN KELUARGA BERENCANA  

KECAMATAN KEPANJENKIDUL 

UPTB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  

DAN KELUARGA BERENCANA  

KECAMATAN SANANWETAN 

UPTB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  

DAN KELUARGA BERENCANA  

KECAMATAN SUKOREJO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR  

NOMOR : 

TANGGAL ; 
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H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT 

 



 

 



 

 


